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I. DESKRIPSI KARYA  

Video wawancara mengenai "Pengaruh Teknologi dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi 

sebagai Advokat" ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber, Bapak Yunus Susanto, S.H., yang menjabat 

sebagai Ketua DPC Peradi Sidoarjo dan merupakan praktisi yang kompeten di bidangnya. Tema ini dipilih untuk 

mengeksplorasi sejauh mana kemajuan teknologi saat ini mempengaruhi peningkatan profesionalisme dan kompetensi 

Advokat, serta tanggung jawab, langkah-langkah, dan tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan teknologi 

tersebut.[1] 

Di Indonesia, terdapat beberapa penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. 

Perkembangan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, 

ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks ini, peran advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan 

menjadi sangat penting, terutama terkait dengan penerapan teknologi. Advokat memiliki tanggung jawab untuk 

membela hak-hak kliennya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Kemajuan teknologi membawa dampak signifikan bagi profesi Advokat, terutama dalam meningkatkan 

efisiensi dan kualitas layanan hukum. Perubahan ini dapat dilihat, antara lain, dari kemudahan proses persidangan 

melalui e-court, akses informasi hukum yang lebih mudah, serta keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan 

dokumen. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan komunikasi antara Advokat dan klien, meskipun tetap 

harus memperhatikan keamanan data dan privasi. Seorang advokat juga dituntut untuk terus meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan teknologi agar tetap kompetitif, sambil menjaga etika profesionalitas dalam 

penggunaan teknologi untuk mempertahankan kepercayaan publik. 

Manfaat dari wawancara ini adalah untuk memahami sejauh mana Advokat mampu memanfaatkan teknologi 

yang semakin berkembang. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan 

yang dihadapi oleh Advokat, bagaimana teknologi mempengaruhi praktik mereka, serta langkah-langkah yang telah 

diambil untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka. 

.   

II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

A. Pertanyaan Tentang Tanggung Jawab Utama Seorang Advokat 

Menurut penjelasan dari Pak Yunus Susanto, S.H., selaku narasumber dalam penelitian ini, terkait dengan 

tanggung jawab seorang Advokat, ada dua aspek penting. Pertama, seorang Advokat memiliki kewajiban untuk 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, atau tanpa dipungut biaya, kepada seseorang yang mengalami 

masalah hukum dan mencari keadilan namun tidak memiliki kemampuan finansial. Bantuan ini dikenal dengan istilah 

prodeo. Kedua, seorang Advokat juga memiliki hak, sesuai dengan Undang-Undang Advokat, untuk meminta biaya 

dari klien atau pihak yang meminta bantuan hukum. Bantuan ini mencakup pendampingan dalam pemeriksaan di 

kepolisian serta perwakilan klien dalam proses pengadilan, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Kewajiban ini 

dikenal sebagai pro bono. 

Dengan demikian, tugas seorang Advokat mencakup dua hal utama yaitu memberikan bantuan hukum secara 

cuma-cuma (prodeo) dan memberikan bantuan hukum dengan biaya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Advokat (pro bono), baik untuk perkara perdata, pidana, maupun perkara lainnya. [2] 

 

B. Pertanyaan Tentang Langkah-langkah Yang Telah Diambil Untuk Meningkatkan Profesionalisme 

dan Kompetensi Sebagai Advokat 

Kita ketahui bahwa regulasi hukum terus berkembang, dengan banyaknya peraturan baru yang muncul setiap 

hari, seperti Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Sebagai 

1

2

9

10

12

Page 5 of 8 - Engrega de integridad Submission ID trn:oid:::1:2988526942

Page 5 of 8 - Engrega de integridad Submission ID trn:oid:::1:2988526942



2 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original 

publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these 

terms. 

Advokat, kita tidak boleh bersikap pasif terhadap pengetahuan yang sudah kita miliki. Kita memiliki kewajiban untuk 

terus mengikuti dan mempelajari undang-undang baru. Hal ini penting agar kita dapat memberikan pembelaan yang 

maksimal dan profesional kepada para pencari keadilan. jadi sebagai seorang Advokat kita harus terus belajar dan 

mengikuti perkembangan undang-undang serta regulasi baru, serta memahami permasalahan-permasalahan hukum 

yang muncul.  

Seperti yang baru saja saya tangani dalam kasus yang sidangnya berlangsung di Pengadilan Negeri tadi, kita 

berbicara tentang undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal 6 huruf a atau b, yang menuduhnya 

melakukan kekerasan seksual. Namun, faktanya, dia hanya merangkul dan menepuk bahu pegawainya. Terdakwa 

merupakan pimpinan bagian Quality Control (QC), dan tindakan tersebut terjadi dalam konteks kerja. Hanya karena 

tindakan sederhana ini, dia dilaporkan dan dituduh melakukan tindak pidana kekerasan. 

Ini adalah salah satu contoh bagaimana undang-undang baru ini dapat berpotensi menjadi preseden yang 

buruk. Dikhawatirkan, di masa depan, banyak orang akan melaporkan kasus-kasus seperti ini ke polisi, meminta agar 

orang yang hanya merangkul atau menepuk bahu dihukum sebagai pelaku kekerasan seksual. Apalagi jika tindakan 

tersebut dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, yang mungkin merasa berada di bawah tekanan atau 

pengawasan. [3] 

Sebagai advokat, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari undang-undang ini dengan baik dan 

mensosialisasikannya kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar orang-orang tidak mengalami nasib yang sama 

seperti klien saya yang baru saja diadili, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan memahami 

implikasi hukum dari tindakan mereka. 

 

C. Pertanyaan Tentang Terbesar Yang Saat Ini Dihadapi Oleh Seorang Advokat 

Berdasarkan wawancara, Tantangan besar yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita, sebagai bagian dari 

penegak hukum, dapat bekerja sama dengan baik. Penegak hukum terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan kita 

sebagai Advokat (praktisi). Namun, perlu ditekankan bahwa kita sebagai Advokat tidak memiliki kewenangan yang 

sama seperti lembaga lain. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, Jaksa memiliki kewenangan 

untuk mendakwa dan menuntut, dan Hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Ketiga 

institusi ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.[4] 

Menurut pak Yunus Susanto Masalah yang sering kita hadapi adalah penggunaan kewenangan ini yang 

kadang-kadang berlebihan. Ada kasus di mana seseorang sebenarnya tidak perlu ditahan, tetapi karena adanya 

kewenangan, ia tetap ditahan. Alasan yang sering digunakan adalah kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan 

diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau mempersulit proses hukum. Namun, penahanan 

tidak selalu diperlukan dalam semua kasus, terutama dalam perkara-perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa 

penahanan, seperti dalam kasus-kasus kecil yang tidak memerlukan tindakan penahanan yang ketat. 

Selain itu, dalam kasus seperti pembunuhan, narkoba, atau pencurian, penahanan memang diperlukan dan 

merupakan kewenangan yang harus dijalankan. Namun, ada banyak situasi di mana penahanan tidak seharusnya 

dilakukan, terutama jika ada jaminan yang memadai. Sayangnya, kewenangan ini kadang-kadang digunakan secara 

berlebihan, sehingga orang yang seharusnya tidak ditahan justru ditahan, dan pada akhirnya pengadilan memutuskan 

untuk membebaskannya. Situasi ini juga terjadi di tingkat kejaksaan dan pengadilan, dimana tersangka yang tidak 

ditahan oleh polisi atau kejaksaan, tiba-tiba ditahan di pengadilan. 

Kadang-kadang kita berhadapan dengan oknum yang menggunakan kewenangannya dengan sewenang-

wenang, dan ini menjadi permasalahan utama saat kita mendampingi klien dalam perkara pidana maupun perdata. 

Harapan saya, seiring dengan perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi, para penegak hukum baik Polisi, 

Jaksa, maupun Hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan dengan jiwa profesional. Ini adalah 

hambatan yang harus kita hadapi dan atasi bersama. 

  

D. Pertanyaan Tentang Teknologi Mempengaruhi Praktik Advokat 

Teknologi yang ada saat ini memang sangat mempengaruhi proses pengadilan. Sidang pengadilan, khususnya 

dalam perkara perdata, kini telah berkembang pesat. Jika dulu kita harus datang langsung ke pengadilan untuk 

mendaftarkan perkara, sekarang hal itu bisa dilakukan melalui e-court. Bahkan dalam persidangan pun, kita tidak 
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selalu wajib hadir secara fisik. Semua itu bergantung pada kesepakatan yang diatur oleh Hakim. Hakim akan 

menentukan apakah sidang akan dilakukan secara e-court atau manual. Jika menggunakan e-court, maka berbagai 

tahap seperti pembacaan dakwaan atau gugatan, jawaban, replik, dan duplik dapat dilakukan secara elektronik. 

Namun, pada tahap pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun saksi, kehadiran fisik tetap diwajibkan. 

Teknologi ini sangat membantu dan bermanfaat bagi mereka yang mencari keadilan, karena sejalan dengan 

asas peradilan yang cepat dan biaya ringan. Dengan penerapan teknologi ini, kita semakin mendekati tujuan tersebut. 

Teknologi yang diterapkan sekarang ini memang sangat bermanfaat untuk mempercepat proses, meningkatkan 

efisiensi waktu, dan mengurangi biaya.  

 

E. Pertanyaan Tentang Langkah-langkah Yang Diambil Sebagai Seorang Advokat Untuk 

Memanfaatkan Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Layanan Hukum 

Teknologi yang semakin canggih telah mengubah cara kita bekerja. Dulu, jika kita tidak memiliki ponsel, 

tidak ada Google, atau YouTube, kita harus pergi ke toko buku untuk mencari undang-undang dan mempelajari bunyi 

pasal-pasalnya. Pengacara zaman dulu sering memiliki banyak buku di ruangannya. Namun, dengan perkembangan 

teknologi saat ini, kita hanya perlu membuka Google dan mengetik "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat", dan semua informasi yang dibutuhkan akan muncul. Kita bisa mengakses, mencetak, dan mempelajari 

undang-undang baru tanpa harus pergi ke toko buku atau membeli buku terlebih dahulu.[5] 

Teknologi membuat semuanya menjadi lebih efisien dan nyaman. Asalkan kita memiliki ponsel dan akses 

internet, kita bisa dengan mudah mencari informasi tentang undang-undang apa pun. Misalnya, undang-undang 

tentang tenaga kerja atau kejahatan seksual cukup ketik dan semua informasi akan muncul. Teknologi ini sangat 

canggih dan memudahkan, sehingga menjadi tugas advokat untuk memanfaatkannya secara optimal. Namun, advokat 

juga harus membekali diri dengan pengetahuan tentang IT dan selalu mematuhi kode etik. Banyak orang terjebak 

dalam masalah hukum karena tidak memahami aturan etika dalam penggunaan teknologi, seperti kasus pencemaran 

nama baik yang sering terjadi karena penyalahgunaan ponsel. Sepanjang teknologi digunakan untuk tujuan yang baik, 

kita akan terhindar dari masalah hukum. 

 

III. SIMPULAN 

Advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada 

yang membutuhkan serta menerima biaya dari klien sesuai dengan ketentuan (pro bono). Dalam menjalankan 

tugasnya, Advokat harus terus mengikuti perkembangan undang-undang dan regulasi baru untuk memberikan 

pembelaan yang maksimal dan profesional. Kemajuan teknologi, seperti e-court dan akses mudah ke informasi hukum 

melalui internet, telah memudahkan proses peradilan dan pekerjaan Advokat, tetapi mereka tetap harus bijak dalam 

menggunakan teknologi dan mematuhi kode etik agar tidak terjerat masalah hukum. 
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